WALIKOTA SUNGAI PENUH
PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 2 TAHUN
2019 TENTANG PENATAUSAHAAN PENGELUARAN DAN PENETAPAN BATAS
JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN
(SPP-UP) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG (SPP-GU)
SERTA RINCIAN KEBUTUHAN DAN WAKTU PENGGUNAAN ATAS PENERBITAN

Menimbang

PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU)

TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SUNGAI PENUH,

: a. bahwa sehubungan adanya perubahan batas jumlah Surat

Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) pada
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kota
Sungai Penuh dikarenakan terjadi kesalahan dalam
pengurangan data Belanja Langsung pada Dinas Tanaman
Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kota Sungai Penuh,
perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota
Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penatausahaan
Pengeluaran dan Penetapan Batas Jumlah Surat Permintaan
Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat
Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU)
serta Rincian Kebutuhan dan Waktu Penggunaan atas
Penerbitan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-
TU) Tahun Anggaran 2019;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh
tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Sungai Penuh
Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Pengeluaran
dan Penetapan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran
Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan
Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) serta Rincian
Kebutuhan dan Waktu Penggunaan atas Penerbitan
Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Tahun
Anggaran 2019;



Mengingat

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4871);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008

tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya,;

10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);



Menetapkan

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam
Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara;

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

14. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor
10);

15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun
2018 Nomor 11);

16. Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota
Sungai Penuh Tahun 2018 Nomor 43);

17.Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2019
tentang Penatausahaan Pengeluaran dan Penetapan Batas
Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan
(SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang
Persediaan (SPP-GU) serta Rincian Kebutuhan dan Waktu
Penggunaan atas Penerbitan Pembayaran Tambahan Uang
Persediaan (SPP-TU) Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah
Kota Sungai Penuh Tahun 2019 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENATAUSAHAAN
PENGELUARAN DAN PENETAPAN BATAS JUMLAH SURAT
PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN
(SPP-GU) SERTA RINCIAN KEBUTUHAN DAN WAKTU
PENGGUNAAN ATAS PENERBITAN SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU)
TAHUN ANGGARAN 2019.



Pasal I

Ketentuan Lampiran I Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2019
tentang Penatausahaan Pengeluaran dan Penetapan Batas Jumlah Surat
Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan
Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) serta Rincian Kebutuhan dan Waktu
Penggunaan atas Penerbitan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU)
Tahun Anggaran 2019, (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2019 Nomor 2)
diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ Peraturan Walikota ini.

Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai
Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 28 Februari 2019

WALIKOTA SUNGAI PENUH,
ttd
H. ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 28 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,

MUNASRI

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2019 NOMOR 11



